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Nama : Nurman Akhmad
NIM : 10500110080
Judul :”Pelanggaran Pemilu Legislatif Di Kota Makassar Tahun 2004.
(Analisis Yuridis UU No.8 Tahun 2012).”
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pelanggaran pemilu dalam
penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2014 di kota makassar? pokok
masalah tersebut dibagi ke dalam beberapa sub masalah, yaitu (1) Bagaimanakah
aturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pelanggaran Pemilu
Legislatif? (2) Bagaimanakah penerapan Sanksi Hukum bagi pelaku Pelanggaran
Pemilu Legislatif di Makassar?
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan fokus kajian
yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Secara yuridis yaitu dengan mengkaji
peraturan perundangan-undangan yang berkaitan. Secara empiris dengan melihat
fakta yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
dipandang dari sudut penerapan hukum. Selanjutnya, metode pengumpulan data
yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, focus group
discussion (FGD), dan penelusuran referensi. Tekhnik pengolahan dan analisis
data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu : reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan hasil deskripsi yang
penulis lakukan dalam bab IV maka penulis dapat mengemukakan beberapa
kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : 1.Bentuk pelanggaran dan aturan
hukumnya yaitu:a.
a. Pelanggaran Kode Etik yaitu Pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang
berpedomankan sumpah atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai
penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diselesaikan
oleh Dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) dengan tata cara
penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang
penyelenggara pemilu.
b.Pelanggaran Administrasi Pasal 248 Undang-Undang Nomor 15 tahun
2010 tentang Pemilu mendefinisikan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran
administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang
tidak termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur
dalam Peraturan KPU.
xi
Dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah
ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran
administrasi. Contoh pelanggaran administratif tersebut misalnya tidak memenuhi
syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah,
tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye, tidak melaporkan
rekening awal dana kampanye, pemantau pemilu melanggar kewajiban dan
larangan dll.
c. Tindak Pidana Pemilu Pasal 252 Undang-Undang Pemilu mengatur
tentang tindak pidana pemilu sebagai pelanggaran pemilu yang mengandung
unsur pidana. Pelanggaran ini merupakan tindakan yang dalam Undang-Undang
Pemilu diancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh tindak pidana pemilu
antara lain adalah sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang
lain memberikan hak suara dan merubah hasil suara. Seperti tindak pidana pada
umumnya, maka proses penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan oleh
lembaga penegak hukum yang ada yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
d. Sengketa Hasil Pemilu Yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilu
menurut pasal 258 Undang-Undang Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan
peserta pemilu mengenai penetapan jumlah perolehan suara hasil pemilu secara
nasional. Perselisihan tentang hasil suara sebagaimana dimaksud hanya terhadap
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A. Latar Belakang Masalah
Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga dalam
penyelenggaraan pemilihan umum, rakyat yang telah memenuhi persyaratan
berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai hak konstitusional untuk
memilih dan dipilih.1
Proses ini disebut dengan pemilihan umum yang kemudian di singkat dengan
sebutan Pemilu, Pemilu yaitu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.2
Dalam pelaksanaan Pemilu, terdapat penyelenggara pemilu, yaitu lembaga
yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)
dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai satu kesatuan fungsi
penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi dan
Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta
untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokrasi.3
Dan yang baru-baru ini di laksanakan yaitu pemilihan umum Legislatif calon
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota dengan berlandaskan pada
pasal 19 ayat 1 UUD 1945 “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui
1 Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945.
2 Pasal 1 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Pemilu
3 Pasal 1 ayat (5) UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Pemilu.
1
2pemilihan umum”4 dan Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
Pemilu 2012 adalah pemilu yang di awal persiapan perhelatannya telah
melahirkan banyak kontroversi di publik. Banyak fenomena yang mengusik atau
mungkin bisa dikatakan anomali. Tidak berhenti sampai di situ, walaupun
pengurangan Partai politik telah diberlakukan . Namun, produk calon Legislatif yang
dimunculkan dari tiap partai politik belakangan menuai banyak kritikan dan cercaan.
Sesuai teori demokrasi klasik Pemilu adalah sebuah “Transmission Of Belt”
sehingga yang berasal dari rakyat bisa bergeser menjadi kekuasaan Negara yang
kemudian berubah bentuk menjadi wewenang Pemerintah untuk melaksanakan
Pemerintahan dan Memimpin Rakyat.
Secara garis besar, sistem Mayoritas/Pluralitas menghendaki kemenangan
partai atau calon Legislatif yang memperoleh suara terbanyak. Calon Legislatif atau
partai dengan suara yang kalah otomatis tersingkir begitu saja. Varian dari sistem
Mayoritas/Pluralitas adalah First Past The Post , Two Round System, Alternative
Vote, Block Vote dan Party Block Vote.5
Sistem pemilu di Indonesia tidak terlepas dari fungsi rekrutmen dalam sistem
politik. Mengenai sistem pemilu Norris menjelaskan bahwa rekrutmen seorang
kandidat oleh Partai Politikbergantung pada sistem Pemilu yang berkembangdi suatu
Negara. Di Indonesia, pemilihan Legislatif (DPR, DPRD I dan DPRD II)
menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Melalui sistem semacam
4 Pasal 19 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945.
5 Andrew Reynolds,:The New International IDEA Handbook, (Stockholm: International
Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005) p.9-14. Penjelasan teoritis mengenai masing-
masing tipe sistem pemilihan umum mengacu pada sumber ini.
3ini, Partai-partai Politik cendrung mencari kandidat yang lebih populer sehingga
mempunyai elektabilitas yang tinggi di mata para pemilih. Hal ini pula yang
mendorong kebanyakan Artis (Pemain Sinetron, Pelawak, Penyanyi) yang tergiur
untuk bergabung ke dalam sebuah Partai politik.
Yang sangat memprihatinkan mereka kurang memiliki pemahaman yang
benar tentang hakikat Kepempinan itu sendiri. Karena menganggap Jabatan adalah
sebuah Keistimewaan, mempunyai fasilitas yang menjanjikan serta Kebanggan
Popularitas. Padahal mereka tidak memahami bahwa Jabatan adalah sebuah tanggung
jawab yang besar, Pengorbanan, Pelayanan serta Keteladanan yang di lihat dan di
nilai oleh banyak orang. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Firman Allah SWT.
dalam Q.S. An-Nisa/4 : 58
ﻢُﻜُﻈَِﻌﯾ ﺎ ﱠﻤِِﻌﻧ  َ ّ  ﱠنِإ  ِلْﺪَﻌْﻟﺎِﺑ  ْاﻮُﻤُﻜَْﺤﺗ َنأ  ِسﺎﱠﻨﻟا  َﻦَْﯿﺑ  َﻜَﺣ ُﺖْﻤ َاذِإَو ﺎَﮭِﻠَْھأ ﻰَﻟِإ  ِتﺎَﻧﺎََﻣﻷا  ْاوﱡدُﺆﺗ  َأن  ْﻢُﻛُﺮُْﻣﺄَﯾ  َ ّ  ﱠِنإ
 ًاﺮﯿِﺼَﺑ  ً ﺎﻌﯿِﻤَﺳ  َنﺎَﻛ  َ ّ  ﱠنِإ
Artinya
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan Hukum
diantara Manusia supaya kalu menetapkan dengan cara yang adil. Sesungguhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.6
Ayat ini menjelaskan tentang amanat yaitu: segala sesuatu yang di percayakan
kepada manusia dan diperintahkan untuk dikerjakan. Dalam ayat ini Allah
memerintahkan hambanya untuk menyampaikan amanat secara sempurna, utuh tanpa
6 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Intermasa, 1993), h. 128
4mengulur-ulur/menunda-nundanya kepada yang berhak. Amanat itu mencakup
perwakilan, harta benda, rahasia, dan perintah yang hanya diketahui oleh Allah SWT.
Firman Allah: “Dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya
kamu menetapkan hukum dengan adil”, mencakup menetapkan hukum dalam
masalah pertumpahan darah, harta dan kehormatan. Baik sedikit atau banyak terhadap
karib kerabat atau orang lain (yang tidak memiliki hubungan kerabat), orang yang
fasik atau orang shaleh dan musuh sekalipun. Allah berfirman: Dan janganlah sekali-
kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (Al-maidah:8).
Maksud adil di sini adalah memberikan sanksi-sanksi dan hukuman sesuai
dengan yang telah disyariatkan oleh Allah melalui Rasulnya.
“Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknyakepadamu.
Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”, yang demikian ini adalah
pujian Allah atas perintah-perintah dan larangan-larangannya yang mencakup
maslahat dunia dan akhirat menghindarkan mereka dari berbagai macam mudarat
kepadanya, karena (perintah dan larangan tersebut) berasal dari yang maha
Mendengar lagi maha melihat, yang maha mengetahui kemaslahatan hamba-
hambanya yang tidak mereka ketahui.7
Proses rekrutmen bakal calon yang tidak jelas  dan mungkin kurang
matangnya persiapan  Pemerintah dalam proses penyelenggaraan Pemilu serta
minimnya Sosialisasi tentang tata cara dan aturan Pemilu, adanya peraturan mengenai
parlement threshold, menjadikan banyaknya kasus-kasus pelanggaran Pemilu yang
terjadi pada tahun 2012.
7 Tafsir Ibnu Sa’di, halaman 148 (cetakan luwaihiq
5Secara garis besar Undang-Undang Pemilu membagi bentuk pelanggaran
dalam Pemilihan Umum menjadi tiga bagian, yaitu Pelanggaran Administrasi Pemilu
(Perdata), Pelanggaran Pidana Pemilu dan Perselisihan hasil pemilu.
Banyaknya fenomena pelanggaran yang terjadi di dalam Pemilu 2014,
Diantara sekian banyak kasus pelanggaran Pemilu yang terjadi hampir di seluruh
Indonesia, yang sangat penting dan menjadi pembahasan apalagi untuk persiapan
Pemilu Presiden yang baru saj di laksanakan adalah bentuk pelanggaran tindak
Pidana. Dimana pelanggaran tindak Pidana bukan hanya menyangkut tentang
pelanggaran terhadap Negara saja, namun juga menyangkut tentang Hak Asasi
manusia (HAM)  sebagaimana kita ketahui bahwa HAM di Indonesia sangat di
junjung tinggi atau sesuatu yang disakralkan untuk kemudian dilanggar, justru
seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak dipandang lagi.
Namun, ketika kita berbicara tentang Pemilu kita tidak akan terlepas berbicara
tentang pelaksana dan pengawas Pemilu yaitu KPU dan BAWASLU. Pelaksana dan
pengawas Pemilu merupakan suatu badan yang sangat bertanggung jawab atas segala
pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Umum.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk
mengangkat pembahasan mengenai masalah ini dalam sebuah penelitian tentang
Pelanggaran Pemilu Legislatif di kota Makassar tahun 2014. Karena peneliti sadar
bahwa dalam pelaksanaan penelitian, peneliti mempunyai banyak kekurangan baik itu
dari segi keilmuan maupun keterbatasan waktu meneliti yang cukup singkat, maka
peneliti hanya memfokuskan penelitian pada satu daerah saja yaitu di Kota Makassar
6B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Dalam penelitian, peneliti memfokuskan penelitian pada Pelanggaran yang
terjadi saat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Kota
Makassar.
Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya
berupa denda atau kurungan. Perbuatan Pidana yang tergolong pelanggaran diatur
dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya,
Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong ( Pasal 531).
Pemilihan umum atau disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan
rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD ’45.
Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan
Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu
sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memiliha
gubernur, bupati dan walikota secara demokratis.
7C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka Peneliti dapat merumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah aturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang
Pelanggaran Pemilu Legislatif?
2. Bagaimanakah penerapan Sanksi Hukum bagi pelaku Pelanggaran Pemilu
Legislatif di Makassar?
D. Kajian Pustaka
1. SR. Sianturi,: Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya,8
mengemukakan sebagai dasar pembagian delik hukum sudah sejak semula dapat
dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuat
Undang-Undang menyatakan dalam Undang-Undang. Sedangkan delik Undang-
Undang baru dipandang/dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan
hukum, setelah ditentukan dalam Undang-Undang.
Sebagai contoh dari delik hukum antara lain adalah pengkhianatan,
pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan dan sebagainya, dan contoh dari
delik Undang-Undang antara lain adalah pelanggaran, peraturan lalu lintas di jalan,
peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga dan lain sebagainya.
2. Gun Gun Heryanto dalam bukunya Dinamika Komunikasi Politik, Menyimak
situasi politik Indonesia saat ini, tampak ada tiga fenomena yang menonjol jika
8 SR. Sianturi,: Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem –
Petehaem, Jakarta, 1996,Hal. 204-206
8dipotret dari perspektif komunikasi politik. Pertama, praktik demokrasi prosedural
yang membuka ruang-ruang ekspresi dan partisipasi politik masyarakat.
Hal ini dimulai sejak transisi dari otoritarianisme Orde Baru ke era demokrasi
elektoral yang berjalan hingga sekarang. Fenomena ini melahirkan beragam
manuver,rivalitas dalam perumusan regulasi untuk saling mendukung atau
menundukkan. Kontestasi politik ini menyuburkan basis komunikasi politik
sebagai kebutuhan di hampir seluruh tindakan aktor.
Kedua, banyak perkembangan baru yang muncul dan menjadi penanda
modernisasi di bidang komunikasi politik. Misalnya, penggunaan sosial media
dalam menyosialisasikan ide,gagasan dan sikap para aktor politik. Mewabahnya
penggunaan Twitter, Facebook dan sejumlah sosial media lainnya oleh para
politisi,membuat lingkup komunikasi politik semakin luas.
Bahkan,fenomena protes di cyber pun kian menggejala meski belum nampak
matang sebagai gerakan hacktivist yang menentang superioritas rezim kekuasaan
dan korporasi seperti dilakukan Wikileaks. Di buku karya Gun Gun Heryanto ini
beberapa kali fenomena ini disebut sebagai third age of political communication.
Ketiga,tumbuh suburnya industri di seputar komunikasi politik. Misalnya,
media massa, konsultan komunikasi politik, agen publisitas,profesional PR (public
relation) politik dll. Kerap menjamurnya industri komunikasi politik ini masih
ditandai oleh kegagapan kita akan fenomena ini. Misalnya, terkait dengan aturan
main soal publikasi hasil riset opini publik melalui media yang hingga kini masih
belum jelas.
93. Saiful Arif dalam Bukunya Ilusi Demokrasi, mempertanyakan bahwa benarkah
demokrasi adalah sistem yang terbaik untuk kita saat ini? pertanyaan semacam ini
muncul karena proses demokrasi yang kita jalani saat ini penuh persoalan dan
anomali yang justru mengantarkan kondisi kehidupan kita pada keterpurukan.
Demokrasi saat ini agaknya belum mampu menjadi jawaban atas beragam masalah
yang kita hadapi.
Demokrasi, entah sejak kapan telah menjadi kata keramat yang sangat
menentukan nasib sebuah bangsa. Ibarat malaikat pencabut nyawa yang menunggu
perintah dari Tuhan, begitu suatu pemerintahan dipandang tidak lagi demokratis,
maka sah bagi negara abang-sam untuk segera mengirim pasukan “penegak
demokrasi dan HAM”, untuk kemudian menghancurkan penguasa setempat yang
dipandang tidak demokratis itu.
Bagi saya, sama seperti frasa yang diungkapkan Saiful Arif yaitu “ilusi
demokrasi”, merupakan suatu realitas dimana kesenjangan teori dan fakta tentang
demokrasi sangat jauh, juga ada diranah dimana demokrasi menjadi sesuatu yang
dipaksakan dan menjadi wajib. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia ilusi
didefinisikan dengan sesuatu yang menjadi angan-angan, atau sesuatu yang tidak
dapat dipercaya; palsu. Sedangakan demokrasi diartikan sebagai bentuk atau
sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan
perantaraan wakilnya.
Dalam pengertiannya yang murni, demokrasi memang menjanjikan tatanan
sosial yang lebih baik disbanding tatanan yang ditawarkan oleh sistem lain
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manapun. Karena itu dalam waktu yang singkat, demokrasi telah merobohkan
pemerintahan otoriter di berbagai negara. Menurut David Potter dalam catatannya
(1997), jika pada tahun 1975 tercatat 68 persen pemerintahan di dunia ini
tergolong otoriter, maka 20 tahun kemudian (1995) pemerintahan otoriter
meninggalkan sekitar 26 persen saja.
4. Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik mengemukakan
definisi politik sebagai berikut: “Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam
suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-
tujuan dari sistim itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu” (Budiardjo, 2002).
Politik merupakan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam suatu negara dalam
mencapai dan melaksanakan tujuan yang telah dibuat. Kegiatan tersebut
menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu negara dan melaksanakan
tujuan-tujuan tersebut.9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tujuan penelitian ini secara
singkat adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Perundang-Undangan yang mengatur tentang
pelanggaran (Pelanggaran Administrasi, pelanggaran tindak Pidana dan
9 Miriam, Budiardjo. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
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pelanggaran perselisihan hasil Pemilu) dalam penyelanggaraan Pemilihan
Umum Legislatif.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk sanksi Hukum yang kenakan bagi oknum
yang melakukan Pelanggaran Pemilu Legislatif..
Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dalam bentuk:
1. Manfaat secara teoritis
Peneliti berharap kiranya penelitian ini dapat bermanfaat untuk
dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu
pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal
yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat
penyelenggaraan Pemilu Legislatif.
2. Manfaat secara praktis
Secara praktis peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberi
pengetahuan kepada masyarakat terkait  bentuk-bentuk pelanggaran dalam
Pemilu Legislatif, agar dapat memberikan pemahaman tentang politik bagi
masyarakat. Sehingga untuk Pemilu selanjutnya tidak terjadi lagi berbagai





A. Pengertian Pelanggaran Pemilu
Pelanggaran menurut arti kata dapat di defenisikan sebagai perbuatan
(perkara) yang melanggar peraturan yang ditetapkan, terjadinya pelanggaran
dalam setiap kegiatan yang tidak bisa terhindarkan. Pelanggaran dapat terjadi
karena adanya unzur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran  dapat
banyak dilakukan banyak pihak bahkan dapat dikatakan  semua orang memiliki
potensi untuk melakukan pelanggaran.
Dalam kegiatan pemilihan umum pelanggaran secara konsep didefenisikan
sebagai perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan atau dapat
diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan
dalam pemilu.
Potensi pelaku pelanggaran pemilu menurut Undang-Undang pemilu
antara lain:
1. Penyelenggara pemilu yang meliputi KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, anggota bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, jajaran sekretariat dan petugas
pelaksana lapangan lainnya.
2. Peserta pemilu yaitu pengurus prtai politik, calon anggota DPR, DPD,
DPRD, dan tim Kampanye.
3. Pejabat tertentu seperti PNS, anggota TNI, anggota Polri, pengurus
BUMN/BUMD, Gubernur/Pimpinan Bank Indonesia, Perangkat Desa,
dan badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara




5. Pemantau dalam negeri maupun asing
6. Masyarakat pemilih, pelaksana survey/hitungan cepat dan umum yang
disebut sebagai “setiap orang”.
Tahapan yang sanagt rentan terjadinya pelanggaran adalah pada tahapan
kampanye. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih
dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon. Para pasangan calon
ini dapat membentuk tim kampanye yang membantu penyelenggaraan kampanye
serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
Kampanye dilakukan selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari dan
tanggal pemungutan suara. Waktu 3 hari sebelum hari dan tanggal sebelum
pemungutan suara yaitu merupakan masa tenang dimana semua simbol, atribut
dan kegiatan kampanye tidak diperkenankan lagi.
Dalam pelaksanaan kampanye menurut UU No. 32 tahun 2004 pasal 78
sampai dengan 85 pasangan calon Kepala Daerah atau tim kampanye Kepala
Daerah dilarang:
1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undaang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon Kepala Daerah
/Wakil Kepala Daerah dan atau Partai Politik lainnya.
3. Menghasut atau mengadu domba Partai Politik, Perseorangan dan atau
kelompok masyarakat.
4. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menaganjurkan
penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat
dan atau Partai Politik.
5. Menganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
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6. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk
mengambil alih kekuasaan dari pemerintah ya g sah.
7. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon
lainnya.
8. Menggunakan fasilitas, anggaran pemerintah dan pemerintah Daerah.
9. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan
10. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan
kaki atau dengan kendaraan di jalan raya.
11. Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang
melibatkan Hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN/BUMD,
pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, Kepala Desa
dan perangkatnya.
12. Pasangan calon menerima sumbangan atau bantuan lain untuk
melakukan kampanye yang berasal dari negara asing, lembaga swasta
asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing,
penyumbang atau pemberi bantuan yang baik tidak jelas identitasnya,
pemerintah daerah, BUMN dan BUMD.
B. Pemilihan Umum
Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.1
Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,2dengan tujuan memilih Anggota Dewan
1Pasal 1 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Pemilu.
2Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Pemilu
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Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.3
Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Adapun tahapan
penyelenggaraan Pemilu meliputi :4
a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
b. Pendaftaran Peserta Pemilu
c. Penetapan Peserta Pemilu
d. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan




h. Pemungutan dan penghitungan suara
i. Penetapan hasil Pemilu
j. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota.
Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota adalah partai politik.5 Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu
setelah memenuhi persyaratan :6
3Pasal 1 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Pemilu.
4Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 2012 Tentang: Pemiilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2012 Tentang: Pemiilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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1. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai
Politik
2. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi
3. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh pulu lima persen) jumlah
kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan
4. Memiliki kepengurusan50% (tiga puluh persen) jumlah kecamatan di
kabupaten/kota yang bersangkutan
5. Menyertakan sekurang-kurangnya30% keterwakilan perempuan pada
kepengurusan partai politik tingkat pusat.
1. Konsep Negara hukum dan demokrasi
Konsep Negara Hukum,  jika ditelaah secara historis dan praktis, konsep
negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al-
Qur’an dan Sunnah atau Nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa
Kontinental yang dinamakan rechtstaat, negara hukum menurut konsep Anglo-
Saxon rule of law, konsep sosialist legality, dan konsep negara hukum pancasila.
Di sisi lain, Negara hukum dimulai dari konsepsi Negara hukum liberal
(nachwachter staat/negara sebagai penjaga malam) ke negara hukum formal
(formele rechtsstaat) kemudian menjadi negara hukum materiil (materiele
rechtsstaat) hingga pada ide negara kemakmuran (welvarstaat) atau negara yang
mengabdi kepada kepentingan umum (social service state atau sociale
verzorgingsstaat).
Istilah “the rule of law” mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari
Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul “Introduction to the study of the law
of de constitution”.
6Pasal 8ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 Tentang: Pemiilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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Dari latar belakang dan dari sistem hukum yang menopangnya terdapat
perbedaan antara konsep “rechtsstaat” dengan konsep “the rule of law” meskipun
dalam perkembangan dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbebadaan antara
keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu
sasaran yang utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia.
Meskipun dengan sasaran yang sama tetapi keduanya tetap berjalan
dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri.
Adapun yang menjadi prinsip dasar dari negara hukum itu ialah melakukan
perlindungan hidup bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan. Alasan inilah yang
mengilhami Philipus M. Hadjon, mengkaitkan dengan prinsip pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan hak-
hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan
daripada negara hukum, sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi
hak-hak asasi. Berkaitan dengan konsep Negara hukum, menuru pendapat
Philipus M. Hadjon hanya ada 3 (tiga) konsep negara hukum, yaitu: rechtstaats,
the rule of law, dan negara hukum pancasila.
Berbeda dengan Philipus M. Hadjon yang hanya mengemukan tiga (3)
konsep negara hukum, Muhammad Taher Azhary, dalam bukunya yang berjudul
Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum
Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini),
mengemukakan ada lima (5) macam konsep negara hukum, sebagai species begrip
yaitu:
a. Negara hukum menurut Qur’an dan Sunnah (Nomokrasi Islam) lebih
tepat dan lebih memperlihatkan kaitan nomokrasi atau negara hukum
itu dengan hukum Islam.
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b. Negara hukum menurut Konsep Eropa kontinental yang dinamakan
rechtsstaat, model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda,
Jerman dan Perancis.
c. Konsep rule of law yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon,
antara lain Inggris dan Amerika Serikat; 4. Suatu konsep yang disebut
socialist legality yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai
negara komunis.
2. Konsep Negara Hukum dan Pancasila.
Pada zaman klasik, secara embrionik gagasan negara hukum telah di
kemukakan oleh Plato, ketika ia menulis Nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang
dibuat di usia tuanya, sementara dalam dua tulisan pertama, Politea dan Politicos,
belum muncul istilah negara hukum. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa
penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan
(hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas di
dukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskannya dalam buku Politica.
Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah
oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aristoteles mengatakan: Aturan yang
konstitusional dalam negara berkaitan secara erat, juga dengan pertanyaan
kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum terbaik, selama suatu
pemerintahan menurut hukum, oleh sebab itu Aristoteles sebagai tanda negara
yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tak selayaknya.
Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu:
Pertama, pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepentingan umum; Kedua,
pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-
ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang
menyampingkan konvensi dan konstitusi; Ketiga, pemerintahan berkonstitusi
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berarti pemerintahan yang dilaksanakan oleh atas kehendak rakyat, bukan berupa
paksaan tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotik. Dalam kaitannya
dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan, Konstitusi merupakan penyusunan
jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksud dengan badan
pemeritahan dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-
aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.
Menurut Stahl, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR., bahwa unsur-unsur
negara hukum (rechtsstaat) adalah sebagai berikut:
a. Perlindungan hak-hak asasi manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.
Pada wilayah Anglo-saxon, muncul pula konsep negara hukum (rule of
law) dari A.V. Dicey, dengan unsur-unsur sebagai berikut.
a. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law), tidak adanya
kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power), dalam arti
bahwa seseorang hanya boleh di hukum kalau melanggar hukum;
b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before of
the law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk
pejabat.
c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh
undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.
International commission of jurists yang merupakan suatu organisasi ahli
hukum internasional, dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965,
mengadakan peninjauan kembali terhadap perumusan negara hukum yang telah
berkembang sebelumnya, terutama konsep the rule of law, dengan memperbaiki
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aspek dinamika dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks itu dirumuskan
tentang pengertian dan syarat bagi suatu negara hukum/pemerintahan yang
demokratis dibawah rule of law sebagai berikut:
a. Adanya proteksi konstitusional
b. Pengadilan yang bebas dan tidak memihak
c. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
d. Pemilihan umum yang bebas
e. Kebebasan berserikat/beroragisasi dan beroposisi
f. Pendidikan civil (Kewarganegaraan).
Di Indonesia simposium mengenai negara hukum pernah diadakan pada
Tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan tentang ciri-ciri khas
negara hukum adalah sebagai berikut:
a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung
persamaan dalam bidang politik, hukum sosial, ekonomi dan
kebudayaan
b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak di pengaruhi oleh
sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga
c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.7
d. Konsep Demokrasi, konsepsi demokrasi selalu diidentikkan dengan
penempatan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem
ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi
perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena
berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam
literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu
demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi
7 Azhary, Taher, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-
unsurnya, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1995.
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terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet,
demokrasi nasional, dan lain sebagainya.
Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata
berarti “rakyat berkuasa” atau government or rule by the people (kata Yunani
demos berarti rakyat, kratos/ kratein berarti kekuasaan/berkuasa). Hal ini berarti
bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-
masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai
kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka tersebut.
Jika dilihat dari kecamata politik, menurut Robert A. Dahl dalam gagasan
demokrasi terdapat 5 (lima) kriteria, yaitu:
a. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang
mengikat
b. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga
negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif
c. Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap
orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik
dan pemerintahan secara logis
d. Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif
bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak
harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk
mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang
mewakili masyarakat
e. Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang
dewasa dalam kaitannya dengan hukum.
Secara komprehensif kriteria demokrasi juga diajukan oleh Gwendolen M.
Carter, John H. Herz dan Henry B. Mayo. Carter dan Herz,
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mengonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan oleh dan
dijalankannya melalui prinsip-prinsip:
a. Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan
perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun
pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai, dan melalui alat-
alat perwakilan rakyat yang efektif
b. Adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan
c. Persamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk
kepada rule of law tanpa membedakan kedudukan politik
d. Adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model
perwakilan yang efektif
e. Diberinya kebebasan partisipasi dan beroposisi bagi partai politik,
organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan serta
prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa
f. Adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan
pandangannya betapa pun tampak salah dan tidak populernya
pandangan itu
g. Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan
perorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara
persuasif dan diskusi daripada koersif dan represif.
Selanjutnya Henry B. Mayo menyatakan bahwa nilai-nilai yang harus
dipenuhi untuk kriteria demokrasi adalah:
a. Menyelesaikan pertikaianpertikaian secara damai dan sukarela
b. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat
yang sealu berubah
c. pergantian penguasa dengan teratur
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d. pengunaan pemaksaan seminimal mungkin
e. pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai keanekaragaman
f. menegakkan keadilan
g. memajukan ilmu pengetahuan
h. pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.
Menurut pandangan lain, menurut Afan Gaffar, demokrasi sebagai suatu
gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya
terkandung beberapa elemen sebagai berikut:
a. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat
b. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat
mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah
ditempuhnya
c. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung
d. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau
kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya
rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai
e. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan
secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan
dipilih
f. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam
demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya
secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan
berserikat dan lain-lain.
Untuk mengimplementasikan semua kriteria, prinsip, nilai, dan elemen-
elemen demokrasi tersebut di atas, Menurut Moh. Koesnardi dan Bintan R.
Saragih perlu disediakan beberapa lembaga sebagai berikut:
24
a. Pemerintahan yang bertanggung jawab
b. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan
dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan
pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar
sekurangkurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan/perwakilan
ini mengadakan pengawasan (kontrol) memungkinkan oposisi yang
konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijakan
pemerintah secara kontinyu
c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
Partai-partai menyelenggarakan hubungan yang kontinyu antara
masyarakat umum dan pemimpin-pemimpinnya
d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat
e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi
danmempertahankan keadilan.
Itulah landasan mekanisme kekuasaan yang diberikan oleh konsepsi
demokrasi, yang mendasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia.
Pada hakikatnya, kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan
legitimasi religious, legitimasi ideologis eliter, atau legitimasi pragmatis.
Namun, kekuasaan berdasarkan legitimasi-legitimasi tersebut, dengan
sendirinya, mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengklaim
kedudukan lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya. Selain itu,
kekuasaan yang berdasarkan ketiga legitimasi tersebut akan menjadi kekuasaan
yang absolut, karena asumsi dasarnya menempatkan kelompok yang memerintah
sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebih tahu dalam menjalankan
urusan kekuasaan negara.
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Kekuasaan yang didirikan berdasarkan ketiga legitimasi tersebut bisa
dipastikan akan menjadi kekuasaan yang otoriter. Dengan demikian, kekuasaan
yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi, karena konsepsi demokrasi
menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan
prinsip kedaulatan rakyat, maka bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang
demokratis karena kehendak rakyatlah sebagai landasan legitimasinya.8
C. Komisi Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan
pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan umum DPR,
DPD,DPRD, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebelum pemilihan umum 2004. Komisi
Pemilihan Umum dapat terdiri dari anggota – anggota yang merupakan anggota
sebuah partai politik. Namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000, maka
diharuskan anggota KPU harus berasal dari non-partisan.9
Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu
yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai
satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk
memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis. Komisi Pemilihan
Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. 10
8 Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 1999.
9http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum
10Pasal 1 ayat (5) dan (6) UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan
Umum.
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Secara institusional KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat
yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk
dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur
pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU
kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan
11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh
Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.
KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007
yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi,
akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus
Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.
KPU keempat (2012-2017)Sesuai ketentuan yang terdapat dalam Undang-
Undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, pemilihan dan
penetapan calon anggota KPU tersebut haruslah menerapkan asas LUBER dan
JURDIL.
D. Bawaslu Dan Panwaslu Sebagai Pengawas
Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah badan yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Bawaslu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007 Pasal 70 tentang Pemilihan Umum.
Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu
terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan
pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik.
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Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh
Sekretariat Bawaslu. Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
Sekretariat Bawaslu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 49 tahun 2008. Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan
dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu. Sekretariat Bawaslu terdiri
atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) sub bagian.
Membicarakan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia
tidak lengkap kalau tidak membahas Pengawas Pemilu, atau Panitia Pengawas
Pemilihan Umum (Panwas Pemilu) atau dalam bahasa sehari-hari biasa cukup
disebut Panwas. Menurut undang-undang pemilu, Panwas Pemilu sebetulnya
adalah nama lembaga pengawas pemilu tingkat nasional atau pusat. Sedang di
provinsi disebut Panwas Pemilu Provinsi, di kabupaten/kota disebut Panwas
Pemilu Kabupaten/Kota, dan di kecamatan disebut Panwas Pemilu Kecamatan.
Pengawas Pemilu adalah lembaga ''ad hoc'' yang dibentuk sebelum tahapan
pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang
terpilih dalam pemilu dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia,
dimana Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan
pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran
administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.
Proses pelaksanaan Pemilu 1955 sama sekali tidak mengenal lembaga
pengawas pemilu. Lembaga pengawas pemilu baru muncul pada Pemilu 1982.
Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas
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banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh
para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan
pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas
direspons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya
muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan
‘kualitas’ Pemilu 1982.
Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk
menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu,
pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam
urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Badan
baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak
Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu.
Dengan struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang baru, pengawas
pemilu tetap diaktifkan untuk Pemilu 1999. Namanya pun diubah dari Panitia
Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia
Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Perubahan terhadap pengawas pemilu
kemudian dilakukan lewat UU No. 12/2003, yang isinya menegaskan, untuk
melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia
Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia
Pengawas Pemilu Kecamatan.
Pasca disahkannya Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilu, dimensi pengawasan pemilu mengalami perubahan.
Setidaknya dalam konteks eksistensi, institusi pengawas pemilu mengalami
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peningkatan. Dalam UU nomor 12 tahun 2003 maupun UU 32 tahun 2004 (PP
nomor 6 tahun 2005) memposisikan panitia pengawas pemilu hanya sebatas
instrumen yang bersifat ad hoc. Sedangkan dalam UU nomor 22 tahun 2007,
selain istilah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) diganti menjadi Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu), maka institusi pengawas ini berstatus sebagai
instrumen yang bersifat permanen. Meskipun ketentuan permanen ini hanya
berlaku untuk level pusat, yakni Bawaslu saja. Sedangkan level provinsi sampai
dengan desa, tetap menggunakan istilah Panwaslu.11
E. Kerangka Konseptual
Kerangka Konseptual ini menjelaskan pengertian – pengertian dari istilah -
istilah yang akan ditulis dalam penulisan ini guna membatasi ruang lingkup dalam
penulisan,memberikan persepsi yang sama tentang istilah yang dipakai dalam
penulisan yaitu:.
“Tindak pidana“ seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH,
yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau
yakni perbuatan pidana adalah ”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”12
Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana
yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa
merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum
atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi
11 Modul Pengawasan, 2009, Badan Pengawas Pemilu-Indonesia Corruption Watch,
Jakarta.
12Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54
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pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan
ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau
orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
“Pemilihan Umum” proses memilih orang untuk mengisi jabatan-
jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi
rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan
kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan
Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun
dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak
juga dipakaioleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan fokus kajian yuridis
empiris yang bersifat deskriptef. Secara yuridis yaitu dengan mengkaji  peraturan
Perundang-Undangan yang berkaitan. Secara empiris dengan melihat fakta yang ada
di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut
penerapan Hukum.
Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
dan Panwaslu Kota Makassar.
B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, secara yuridis yaitu
dengan mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan. Secara empiris
dengan melihat fakta yang ada di lapangan berkaitan permasalahan yang akan diteliti
dipandang dari sudut penerapan Hukum.
C. Sumber Data
Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu data primer dan data
sekunder.
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden
melalui wawancara di lapangan atau lokasi penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui
beberapa literatur atau studi kepustakaan, buku-buku referensi yang
membahas masalah Pemilihan Umum, internet, data arsip dari Instansi
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yang digunakan sebagai tempat penelitian dan aturan Perundang-Undangan
yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua)
yaitu:
1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan
pengamatan langsung pada obyek penelitian.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya
jawab secara langsung kepada beberapa anggota untuk memberikan
keterangan atau data yang diperlukan.
E. Instrumen Penelitian.
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data – data penelitian
saat sudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah wawancara dan
observasi, instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber – sumber
informasi
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Dalam rangka mengelola dan menganalisis data yang telah ada dari berbagai
sumber, baik dari hasil wawancara, buku – buku maupun dokumen – dokumen.
Mengingat data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, maka teknik analisa yang
digunakan yaitu :
1. Metode induktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak pada fakta yang
bersifat khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode deduktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari pengetahuan
umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus
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G. Pengujian Keabsahan Data.
Dalam menguji data dan materi yang disajikan, dipergunakan metode sebagai
berikut :
1. Deskriptif yang pada umumnya yang digunakan dalam menguraikan,
mengutip atau memperjelas bunyi peraturan perundang – undangan dan uraian
umum.





A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan
pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang
pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah
pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan
warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk
membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.
Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat
dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, kalaupun
ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul
merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini
masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia
yang paling ideal.
Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu
1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu).
Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang
mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa.
Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-
protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang
dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena palanggaran dan
kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes
ini lantas direspon Pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI.
Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki Undang-Undang yang bertujuan
meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI,
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Pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan
pemilu. Selain itu, Pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan
terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum
(LPU).
Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang
bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah
dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang
diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa
dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni
LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya
Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah
nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu
(Panwaslu).
Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru
dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini
dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas
dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas
Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas
Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan
dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada
sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu
Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu
Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat Kelurahan/Desa.
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Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian
kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari
KPU.
Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi
terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi
kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan
tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran
administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.
Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan
terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya
lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dengan nama Badan
Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian
kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan
nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu.
Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk
menangani sengketa Pemilu.
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B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pemilu Legislatif  Dan Landasan Hukumnya
1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pemilu Legislatif
Secara garis besar Undang-Undang Pemilu membagi bentuk pelanggaran
dalam pemilihan umum menjadi 4 yakni : pelanggaran kode etik, pelanggaran
administrasi pemilu (perdata), pelanggaran pidana pemilu, dan perselisihan hasil
pemilu.
a. Pelanggaran Kode Etik
Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap
etika penyelenggara pemilu yang berpedomankan sumpah atau janji sebelum
menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu diselesaikan oleh Dewan kehormatan penyelenggara
pemilu (DKPP) dengan tata cara penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang tentang penyelenggara pemilu.
b. PelanggaranAdministrasi
Pasal 248 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2010 tentang Pemilu
mendefinisikan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran administrasi adalah
pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang tidak termasuk
dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan
KPU.
Dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah
ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran
administrasi.
Contoh pelanggaran administratif tersebut misalnya tidak memenuhi
syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah,
tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye, tidak melaporkan
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rekening awal dana kampanye, pemantau pemilu melanggar kewajiban dan
larangan dll
c. Tindak Pidana Pemilu
Pasal 252 Undang-Undang Pemilu mengatur tentang tindak pidana pemilu
sebagai pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana. Pelanggaran ini
merupakan tindakan yang dalam Undang-Undang Pemilu diancam dengan sanksi
pidana. Sebagai contoh tindak pidana pemilu antara lain adalah sengaja
menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak
suara dan merubah hasil suara. Seperti tindak pidana pada umumnya, maka proses
penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang
ada yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
d. Sengketa Hasil Pemilu
Yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilu menurut pasal 258
Undang-Undang Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu
mengenai penetapan jumlah perolehan suara hasil pemilu secara nasional.
Perselisihan tentang hasil suara sebagaimana dimaksud hanya terhadap perbedaan
penghitungan perolehan hasil suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi
peserta pemilu.1
Sesuai dengan amanat Konstitusi yang dijabarkan dalam Undang-Undang
No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka perselisihan mengenai
hasil perolehan suara diselesaikan melalui peradilan konstitusi di MK.
Satu jenis pelanggaran yang menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Pemilu (Undang-Undang KPU) menjadi salah satu
kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikannya adalah
pelanggaran pemilu yang bersifat sengketa. Sengketa adalah perbenturan dua
1http://ilmu27.blogspot.com/2012/08/pelanggaran -pemilu.html
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kepentingan, kepentingan dan kewajiban hukum, atau antara kewajiban hukum
dengan kewajiban hukum (konflik) yang dalam konteks pemilu dapat terjadi
antara peserta dengan penyelenggara maupun antara peserta dengan peserta. Pada
pemilu 2004, tata cara penyelesaian terhadap jenis pelanggaran ini diatur dalam
satu pasal tersendiri (pasal 129 Undang-Undang 12/2003). Terhadap sengketa
pemilu ini yaitu perselisihan pemilu selain yang menyangkut perolehan hasil
suara, Undang-Undang 10/2008 tidak mengatur mekanisme penyelesaiannya.
Sengketa juga dapat terjadi antara KPU dengan peserta pemilu atau pihak
lain yang timbul akibat dikeluarkannya suatu Peraturan dan Keputusan KPU.
Kebijakan tersebut, karena menyangkut banyak pihak, dapat dinilai merugikan
kepentingan pihak lain seperti peserta pemilu (parpol dan perorangan),
media/pers, lembaga pemantau, pemilih maupun masyarakat. Berbeda dengan
Undang-Undang 12/2003, yang menegaskan bahwa Keputusan KPU bersifat final
dan mengikat, dalam Undang-Undang KPU dan Undang-Undang Pemilu tidak
ada ketentuan yang menegaskan bahwa Keputusan KPU bersifat final dan
mengikat.
Dengan demikian maka Keputusan KPU yang dianggap merugikan
terbuka kemungkinan untuk dirubah. Persoalannya, Undang-Undang Pemilu juga
tidak memberikan “ruang khusus” untuk menyelesaikan ketidakpuasan tersebut.
Pelanggaran menurut arti katanya dapat didevinisikan sebagai perbuatan
(perkara) yang melanggar peraturan yang ditetapkan.
Terjadinya pelanggaran dalam setiap kegiatan tidak bisa terhindarkan.
Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena
kelalaian. Pelanggaran dapat dilakukan banyak pihak bahkan dapat dikatakan
semua orang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran.
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Dalam kegiatan pemilihan umum pelanggaran secara konsep didefinisikan
sebagai perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan. atau dapat
diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan
dalam pemilu.
Potensi pelaku pelanggaran pemilu menurut Undang-Undang pemilu
antara lain:
a. Penyelenggara Pemilu yang meliputi anggota KPU, KPU Propinsi,
KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu
Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, jajaran sekretariat dan petugas
pelaksana lapangan lainnya.
b. Peserta pemilu yaitu pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPD,
DPRD, tim kampanye.
c. Pejabat tertentu seperti PNS, anggota TNI, anggota Polri, pengurus
BUMN/BUMD, Gubernur/pimpinan Bank Indonesia, Perangkat Desa,
dan badan lain lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
d. Profesi Media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang,
distributor.
e. Pemantau dalam negeri maupun asing.
f. Masyarakat Pemilih, pelaksana survey / hitungan cepat, dan umum
yang disebut sebagai “setiap orang”.
Tahapan yang sangat rentan terjadinya pelanggaran adalah pada tahapan
kampanye. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih
dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. Para pasangan calon
ini dapat membentuk tim kampanye yang membantu penyelenggaraan kampanye
serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
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Kampanye dilakukan selama 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga)
hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari
dan tanggal pemungutan suara adalah merupakan masa tenang dimana semua
simbol, atribut dan kegiatan kampanye tidak diperkenankan..
Apabila hal hal diatas dilakukan maka dapat dikategorikan sebagai
pelanggaran.
2. Landasan Hukum Pemilu Legislatif 2014
a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20,
Pasal 22 C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 E, Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang Undang
Undang Undang No.2 Tahun 2011 Tentang: Partai Politik.
Undang Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang: Penyelenggara Pemilihan Umum.
Undang Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang: Pemiilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor
11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Peneyelenggara
Pemilihan Umum
Peraturan KPU No. 1 2010 Tentang: Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.
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Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013 Tentang: Tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang
Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2014.
Peraturan KPU No. 7 2012 Tentang: tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
Peraturan KPU No. 10 2013 Tentang: Tentang Penyusunan Daftar Pemilih
Di Luar Negeri Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Peraturan KPU No. 12 Tahun 2013 Tentang: Tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pembentukan
Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri Dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.
C. Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pelanggaran Pemilu Legislatif
UU No. 8 Tahun 2012 secara eksplisit memiliki semangat untuk
memperkuat peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagaimana
hal serupa telah dilakukan melalui UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilu. Pengawas Pemilu (meliputi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan
Pengawas Pemilu Luar Negeri) menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap
tahapan penyelenggaraan pemilu.
Terhadap waktu penyampaian laporan, terdapat perubahan pengaturan
dalam UU Pemilu yang baru. Jika sebelumnya diatur bahwa laporan pelanggaran
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pemilu disampaikan paling lama hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu,
sekarang batas waktu pelaporan tersebut diperpanjang durasinya menjadi laporan
pelanggaran pemilu disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui dan/atau
ditemukannya pelanggaran Pemilu. Sedangkan lamanya waktu penanganan
laporan pelanggaran pemilu oleh jajaran pengawas pemilu tidak mengalami
perubahan, tetap sama dengan pemilu 2009 lalu, yaitu pengawas pemilu wajib
menindaklanjuti laporan paling lama 3 hari setelah laporan diterima. Namun,
dalam hal pengawas pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor, maka
tindak lanjut penanganan laporan pelanggaran pemilu dilakukan paling lama 5
hari setelah laporan diterima.
Setelah pengawas pemilu menerima dan mengkaji laporan pelanggaran
yang masuk, maka pengawas pemilu akan mengkategorisasikan laporan
pelanggaran tersebut menjadi beberapa klasifikasi, yaitu:
1. Pelanggaran kode etik
Penyelenggara pemilu diteruskan kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelanggaran kode etik sebelumnya tidak diatur
dalam UU Pemilu yang lama. Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap
prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara pemilu yang berpedoman kepada
sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu
dan asas penyelenggara pemilu yang diberlakukan dan ditetapkan oleh KPU.
Maksud kode etik adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas,
dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Sedangkan tujuan kode etik adalah
memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil.
Menurut UU Penyelenggara Pemilu lama (UU No. 22/2007), untuk
memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik
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yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi, dibentuk Dewan
Kehormatan KPU yang bersifat ad hoc yang ditetapkan dengan keputusan KPU.
Dewan Kehormatan KPU tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 3
(tiga) orang anggota KPU dan 2 (dua) orang dari luar anggota KPU. Dewan
Kehormatan KPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewan Kehormatan KPU menetapkan
rekomendasi yang bersifat mengikat. KPU wajib melaksanakan rekomendasi
Dewan Kehormatan KPU.2 Hal ini kemudian berubah, di dalam UU
Penyelenggara Pemilu yang lahir 2011, Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (yang memeriksa pelanggaran kode etik, baik untuk KPU maupun
Bawaslu) atau disingkat DKPP bersifat permanen dan bertugas menangani
pelanggaran kode etik serta berkedudukan di ibukota negara. Keanggotaannya
pun lebih beragam, yaitu ada unsur KPU, Bawaslu, partai politik, masyarakat, dan
unsur pemerintah.
Dari perkara yang sudah dan tengah ditangani DKPP, modus-modus
pelanggaran umumnya terkait dengan pembatalan kepesertaan Pemilukada. Itu
yang mendominasi perkara yang ditangani DKPP. Ada pula menyangkut
persyaratan calon, keterpenuhan cakupan dan jumlah persyaratan, juga lewatnya
waktu pencalonan, dan tafsir persyaratan pencalonan. Ada yang menarik dari
perkara yang disidangkan DKPP sekarang, bahwa KPU di daerah dilaporkan ke
DKPP gara-gara membatalkan bakal paslon. KPU di sana membatalkan seorang
calon wakil bupati yang berbeda penulisan nama di sejumlah dokumen
persyaratan, meski diakui KPU sendiri ya orang itu sebagai satu-satunya orang
yang dimaksud.
2 Pasal 111 UU No. 22/2007.
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Ada pula perkara menyangkut daftar pemilih yang dikelola KPU yang
dinilai pengadu tak sesuai ketentuan dan lalu dikonstruksi sebagai perkara etika
Pemilu. Tak sedikit pula KPU dan Panwaslu di daerah yang dinilai tak cermat, tak
adil, dan tak memastikan secara kebijakan. Penyalahgunaan jabatan/kewenangan
(abuse of power) pun banyak, seperti ada seorang ketua penyelenggara Pemilu
merangkap kontraktor. Juga dugaan suap dalam pembentukan badan
penyelenggara Pemilu. Perkara lain adalah netralitas atau imparsialitas
penyelenggara Pemilu. Dan sebagainya.
Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh UU No. 8 Tahun 2012
diartikan sebagai pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang
berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai
penyelenggara pemilu. Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU
No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
2. Pelanggaran administrasi
Pengaturan dan definisi pelanggaran administrasi pemilu diatur lebih
kongkrit dalam UU No. 8 Tahun 2012 dibandingkan pengaturan sebelumnya.
Pelanggaran administrasi pemilu didefinisikan sebagai pelanggaran yang meliputi
tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi
pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak
pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Penyelesaian
pelanggaran administrasi pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu, paling lama 7 hari sejak
diterimanya rekomendasi tersebut.
Mengacu kepada pemahaman seperti ini, tentu saja jumlah dari pelanggaran
administrasi ini sangat banyak. Sebagai contoh dari ketentuan menurut Undang-
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Undang Pemilu adalah: “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara
Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.”Dengan ketentuan seperti ini,
apabila ada orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih ikut memilih pada hari
pemungutan suara, artinya telah terjadi pelanggaran administrasi. Contoh dari
persyaratan menurut Undang-Undang Pemilu adalah: “syarat pendidikan, syarat
usia pemilih, dan sebagainya.”
Ketentuan dan persyaratan juga banyak dijumpai dalam keputusan KPU. Misalnya
mengenai kampanye pemilu, di mana terdapat banyak pelanggaran administrasi
seperti menyangkut tempat-tempat pemasangan atribut kampanye, larangan
membawa anak-anak di bawah 7 tahun atau larangan berkonvoi lintas daerah.
Dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu, undang-undang memberi
aturan atau mekanisme mulai dari pelaporannya, penyidikan, penuntutan, hingga
peradilannya (paling tidak ditentukan batasan waktunya), serta penyelesaian
tindak pidana pemilu yang juga memberi aturan mengenai batasan waktu, bahkan
juga tahapan penyelesaian sengketanya. Sebaliknya, pada pelanggaran
administrasi ini, Undang-Undang Pemilu hanya menyatakan bahwa laporan yang
merupakan pelanggaran administrasi diserahkan kepada KPU. Jadi tidak jelas
bagaimana KPU menyelesaikan pelanggaran administrasi ini serta berapa lama
KPU dapat menyelesaikannya.
Pelanggaran administrasi pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lama 1 (satu) hari setelah
diputuskan oleh Pengawas Pemilu. Penerusan laporan dilampiri dengan salinan
laporan pelapor dan hasil kajian terhadap laporan. Beberapa contoh pelanggaran
administrasi pemilu adalah sebagai berikut: pemasangan alat peraga peserta
kampanye, seperti poster, bendera, umbulumbul, spanduk, dan lain lain dipasang
sembarangan. Undang-Undang
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melarang pemasangan alat peraga di tempat ibadah, tempat
pendidikan,lingkungan kantor pemerintahan. Peraturan KPU melarang
penempatan alat peraga kampanye di jalan-jalan utama atau protokol dan jalan
bebas hambatan atau jalan tol. Arak-arakan atau konvoi menuju dan
meninggalkan lokasi kampanye rapat umum dan pertemuan terbatas tidak
diberitahukan sebelumnya kepada polisi sehingga tidak memiliki kesempatan
untuk mengatur perjalanan konvoi. Selain itu, peserta konvoi sering keluar dari
jalur yang telah ditetapkan oleh panitia. Kampanye rapat umum dilakukan
melebihi waktu yang ditentukan. Kampanye melintasi batas daerah pemilihan.
Perubahan jenis kampanye, dalam hal ini KPU dan peserta pemilu sudah
menetapkan bahwa parpol tertentu melakukan kampanye terbatas di tempat
tertentu, namun dalam pelaksanaannya kampanye terbatas tersebut berubah
menjadi kampanye rapat umum yang pada akhirnya juga diikuti oleh arakarakan.
Apakah sanksi pelanggaran administrasi pemilu? Pelanggaran terhadap ketentuan-
ketentuan tentang pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dikenai sanksi sesuai ketentuan tentang
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lain yang
terkait.3 Bawaslu dan KPU menetapkan secara bersama-sama sanksi terhadap
pelanggaran administrasi oleh pelaksana dan peserta kampanye, selain sanksi
administrasi yang terdapat dalam UU No. 8 tahun 2012 hal tersebut tidak tepat
karena KPU dan Bawaslu adalah pelaksana dan pengawas pemilu, bukan pembuat
norma penting pemilu, Penanganan Pelanggaran Pemilu apalagi menentukan
sanksi.
Jadi semestinya UU Pemilu menetapkan secara jelas apa saja pelanggaran
administrasi pemilu serta sanksi untuk masingmasing pelanggaran itu. Sayangnya,
3 Pasal 125 ayat (2) UU No.8/2012
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pembuat UU Pemilu tidak melakukan itu, justru hanya membuat definisi umum
dari pelanggaran administrasi dan membiarkan apa sanksi pelanggaran itu kepada
KPU dan Bawaslu. Pada UU Pemilu ke depan, mestinya kekurangan ini
diperbaiki.
Bagaimana penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu? Penyelesaian
pelanggaran administrasi pemilu ini dimaksudkan untuk menjaga kemandirian,
integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Penyelesaian
pelanggaran administrasi pemilu ini bertujuan untuk memastikanpenyelenggaraan
pemilusecara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelanggaran
administrasi pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota berdasarkan laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan
Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Laporan pelanggaran
administrasi pemilu dapat disampaikan oleh warga negara Indonesia yang
mempunyai hak pilih; pemantau pemilu; atau peserta Pemilu. Laporan
pelanggaran administrasi pemilu disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu,
Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas
Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, dengan memuat nama dan
alamat pelapor; pihak terlapor; waktu dan tempat kejadian perkara serta uraian
kejadian.
Dalam proses pemeriksaan dokumen laporan pelanggaran administrasi
pemilu; KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat menggali, mencari,
dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan
pemahaman laporan pelanggaran tersebut.Di dalam perkembangannya, Bawaslu
menghendaki agar pihaknya diberi wewenang mengawasi dan sekaligus
menjatuhkan sanksi administrasi itu. Hal ini kemudian direspons positif oleh
legislatif dalam UU Penyelenggara Pemilu yang baru. Aspirasi Bawaslu ini
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didasari pada kesulitan dalam praktik, di mana saat terjadi pelanggaran
administrasi yang mestinya diselesaikan secara cepat, tidak bisa dilakukan karena
proses penerusan laporan dari pengawas pemilu ke KPU/KPUD tidak segera cepat
diproses dan diberi putusan serta tindakan. Hal ini disebabkan juga karena tidak
ditentukannya jenis-jenis pelanggaran secara tegas dan sanksinya oleh UU serta
tidak adanya unit khusus di KPU/ KPUD yang menerima, memproses, dan
menjatuhkan sanksi administrasi.
3. Sengketa Hasil pemilu
Salah satu masalah hukum lain yang kerap muncul adalah gugatan
terhadap keputusan penyelenggara pemilu mengenai peserta pemilu. Hal terakhir
ini tidak diatur penyelesaiannya dalam UU No. 8 tahun 2012. Sengketa ini
terjadiantara pihak yang merasa dirugikan (khususnya partai politik atau bakal
calon) dengan penyelenggara pemilihan yang mengeluarkan keputusan itu.
Undang-Undang Pemilu tidak menegaskan atau mengatur dengan jalan
bagaimana dan melalui lembaga apa pihak-pihak yang dirugikan oleh keputusan
KPU dapat menyelesaikan keberatannya. Karena UU Pemilu tidak mengaturnya,
kerap kali para pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Peradilan
Tata Usaha Negara atau ke Peradilan Umum. Kasus gugatan partai-partai yang
dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu oleh KPU ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan contoh dari sengketa hukum
ini.
Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana disebut pada Pasal
1 butir 4 UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sengketa
yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum
perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di
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daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk
sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana disebut pada
Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tersebut, adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Berdasarkan pengertian di atas, sengketa tata usaha negara sedikitnya
mengandung unsur-unsur:
a. Adanya keberatan individu atau badan hukum perdata atas suatu
putusan tata usaha negara
b. Adanya penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat
tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
c. putusan tersebut bersifat konkret, individual, dan final.
Keputusan-keputusan yang diambil oleh KPU terkait dengan
penyelenggaraan pemilu pada praktiknya termasuk dalam kategori “putusan tata
usaha negara”. Pada beberapa tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah 2004-
2008, beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU/KPUD juga
menggunakan haknya untuk menggugat keputusan penyelenggara pemilu tersebut
ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan, salah satu gugatan atas putusan KPU
Provinsi Riau dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan
dikuatkan oleh PT TUN Medan. Pada Pemilu 2009, gugatan empat partai yang
oleh KPU dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2009 dikabulkan oleh
52
PTUN Jakarta, dan kemudian berdasar putusan KPU itu partai partai politik
tersebut diterima sebagai peserta Pemilu 2009.
Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili,
dan memutus suatu sengketa atas putusan KPU/KPUD dalam penyelenggaraan
Pemilu 2009? Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No.9/2004
tentang Perubahan atas UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
dalam pasal 2 disebutkan ada 7 (tujuh) jenis keputusan yang dikeluarkan oleh
badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak termasuk dalam pengertian
Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang tersebut. Salah satu di
antaranya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di
daerah, mengenai hasil pemilihan umum.
Meskipun demikian, putusan dari PTUN ini juga perlu dikritisi karena
denga tidak adanya ketentuan khusus yang mengaturnya di UU Pemilu, proses di
PTUN (begitu juga di PN) bisa berlangsung lama dan sering kali bermasalah.
Masalah tersebut adalah: Pertama, secara substansi putusan itu mungkin kurang
selaras dengan maksud dan tujuan dalam UU Pemilu dan juga kurang respeknya
para pihak (penyelenggara khususnya) atas putusan-putusan dari PTUN karena
memang tidak diatur dalam UU Pemilu. Kedua, putusan yang diambil sudah
melewati tahapan-tahapan tertentu sehingga sering tidak dilaksanakan karena
tahapannya sudah terlewati.
4. Tindak pidana pemilu
Selain itu, terkait dengan masalah hukum pemilu, dalam UU No. 8 Tahun
2012 ini juga dikenal adanya: (a) sengketa tata usaha negara pemilu, dan (b)
perselisihan hasil pemilu
Sedangkan sengketa pemilu dimaknai sebagai sengketa yang terjadi
antarpeserta pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara pemilu
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sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota. Penyelesaian sengketa pemilu ini disinkronkan dengan UU No.
15 Tahun 2011, yakni diselesaikan oleh Bawaslu paling lama 12 hari sejak
diterimanya laporan atau temuan (Pasal 258). Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara penyelesaian sengketa pemilu diperintahkan untuk diatur dalam
Peraturan Bawaslu (Pasal 259 ayat (5)).
Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa pemilu merupakan
keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa pemilu
yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon
tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Terkait
sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota, bila tidak dapat diselesaikan oleh Bawaslu maka pihak yang
merasa dirugikan kepentingannya dapat mengajukan gugatan tertulis kepada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).
Selain itu UU No. 8 Tahun 2012 mengganti semua terminologi
pelanggaran pidana pemilu yang ada dalam UU Pemilu yang lama dengan
terminologi baru yang lebih konsisten, yaitu tindak pidana pemilu. Skema waktu
penyelesaian tindak pidana pemilu juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak
mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu berikutnya. Terkait penanganan
tindak pidana pemilu, UU Pemilu baru juga mengatur tentang pembentukan
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dengan tujuan untuk
menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara
Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik
Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sentra Gakkumdu ini akan diatur
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berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.
Sama seperti UU Pemilu sebelumnya, terkait dengan penyelesaian tindak
pidana pemilu, UU No. 8 Tahun 2012 kembali memerintahkan untuk dibentuknya
Majelis Khusus di pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara tindak pidana pemilu. Majelis Khusus tersebut terdiri atas hakim khusus
yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang
ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
tindak pidana Pemilu. Hakim khusus harus memenuhi syarat telah melaksanakan
tugasnya sebagai hakim minimal 3 tahun, kecuali dalam suatu pengadilan tidak
terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 tahun. Selain harus
menguasai pengetahuan tentang pemilu, hakim khusus selama memeriksa,
mengadili, dan memutus tindak pidana pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Ketentuan lebih lanjut
mengenai hakim khusus ini akan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung
(Pasal 266).
Berdasarkan standar internasional, kerangka hukum harus mengatur sanksi
untuk pelanggaran undang-undang pemilu.4 Banyak negara menciptakan aturan
pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu mereka. Setiap ketentuan
pidana yang dibentuk untuk keperluan hukum harus merefleksikan tujuan
penyusunan undang-undang. Misalnya: “Setiap upaya tindakan pencegahan
pelanggaran, praktik korup, dan praktik-praktik ilegal di pemilu dan aturan
tentang gugatan pemilu.”
4 International IDEA, International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the
Legal Framework of Elections, Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral
Assistance, 2002, h. 93.
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Dalam rangka penegakan demokrasi, upaya perlindungan integritas pemilu
sangat penting. Oleh karenanya, pembuat undang-undang harus mengatur
beberapa praktik curang atau pelanggaran pidana pemilu. Dalam keterkaitannya
dengan peraturan pemilu, UU tidak hanya mengatur proses pemilu, tetapi mereka
juga melarang perlakuan yang dapat menghambat esensi pemilu yang bebas dan
adil.
Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud
penyusunan peraturan pelanggaran pemilu tidak hanya melindungi peserta pemilu
(partai politik atau kandidat), tetapi juga lembaga pelaksana dan pemilih.
Ketentuan tentang pelanggaran pemilu ditujukan untuk melindungi proses pemilu
dari segala bentuk pelanggaran. Perlindungan ini akan meningkatkan kualitas
pelayanan yang ditujukan oleh perwakilan terpilih atau pimpinan pemerintah
dalam merepresentasikan aspirasi pemilih.
Untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil, diperlukan perlindungan
bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat
umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyupan, penipuan, dan
praktikpraktik curang lainnya yang akan memengaruhi kemurnian hasil pemilihan
umum. Jika pemilihan dimenangi melalui cara-cara curang (malpractices), sulit
dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen
merupakan wakil-wakil rakyat dan pemimpin sejati. Guna melindungi kemurnian
pemilu yang sangat penting bagi demokrasi itulah para pembuat undang-undang
telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilu sebagai suatu tindak
pidana.
Dengan demikian, undang-undang tentang pemilu di samping mengatur
tentang bagaimana pemilu dilaksanakan, juga melarang sejumlah perbuatan yang
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dapat menghancurkan hakikat free and fair election itu serta mengancam
pelakunya dengan hukuman.
Untuk memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak
pidana pemilu, pembahasan ini mengacu pada ketentuan sebagaimana disebut
pada Pasal 252 UU No. 8 tahun 2012, yang secara garis besar menyatakan sebagai
pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang
tersebut.5 Berdasarkan rumusan dalam ketentuan itu, dapat diartikan bahwa tidak
semua tindak pidana yang terjadi pada masa pemilu atau yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemilu, digolongkan sebagai tindak pidana pemilu.
Sebagai contoh, pembunuhan terhadap lawan politik pada saat
berkampanye, atau seorang calon anggota DPR yang diduga melakukan penipuan.
Meski peristiwanya terjadi pada saat tahapan pemilu berlangsung atau berkaitan
dengan kontestan pemilu tertentu, namun karena pidana tersebut tidak diatur
dalam Undang-undang Pemilu; perbuatan itu tidak digolongkan sebagai tindak
pidana pemilu. Perbuatan tersebut adalah tindak pidana umum yang diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Begitu juga tindak pidana lainnya yang bisa jadi berkaitan dengan pemilu,
tetapi tidak diatur dalam UU Pemilu. Misalnya, penyimpangan keuangan dalam
pengadaan surat suara bukanlah tindak pidana pemilu, melainkan tindak pidana
korupsi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tindak pidana pemilu dipandang
sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan
agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana itu untuk melindungi
proses demokrasi melalui pemilu. Tindak pidana pemilu diatur pada Bab XXI,
mulai Pasal 260 sampai Pasal 311 UU No. 8 tahun 2012. Mengingat kebiasaan di
5 Pasal 252 UU No 8 tahun 2012 selengkapnya berbunyi: Pelanggaran pidana Pemilu
adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang ini
yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
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Indonesia, undang-undang diubah setiap pemilu, kemungkinan pengaturan tindak
pidana pemilu ini juga mengalami perubahan dalam UU Pemilu yang akan datang.
Jadi, uraian ini hanya membahas tindak pidana pada UU Pemilu terakhir.
Subyek tindak pidana pemilu ini meliputi pengurus partai politik pelaksana
kampanye calon anggota DPR, DPD, DPRD; penyelenggara pemilu, pengawas
pemilu hingga setiap orang. Dari segi kesalahan, tindak pidana pemilu ada yang
berunsur sengaja dan kealpaan. Dari segi sanksi, tindak pidana pemilu diancam
sanksi penjara dan denda yang diancam secara kumulatif (ada kata “dan”) dan
tidak alternatif seperti pada UU No. 15 tahun 2010. Artinya, terdakwa yang
terbukti bersalah harus dijatuhi penjara dan denda sekaligus.
Hal ini dapat dipahami sebagai suatu politik hukum pembuat
undangundang guna mencegah terjadinya tindak pidana ini. Masalahnya, apakah
kriminalisasi yang dilakukan sudah tepat? Dalam UU No. 8 tahun 2012, hampir
seluruh penambahan tindak pidana adalah menyangkut penyelenggara pemilu.
Termasuk di antaranya adalah hal-hal yang masuk wilayah administrasi pemilu
dan layak diberi sanksi administrasi atau kode etik, namun justru diancam dengan
sanksi pidana.
Tindak pidana pemilu harus diproses melalui sistem peradilan pidana,
yakni melalui kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hal serupa terjadi di
negaranegara lain. Sanksi pidana adalah yang paling keras sehingga hanya negara
melalui pengadilan yang bisa menjatuhkan saksi untuk pelaku tindak pidana
pemilu. Hal ini berbeda dengan sanksi administrasi di mana pemerintah atau
lembaga negara (seperti Komisi Pemilihan Umum) yang diberi wewenang dapat
menjatuhkan sanksi administrasi, tanpa melalui proses peradilan. Karenanya, jika
ada peserta pemilu melakukan pelanggaran administrasi, KPU atau KPUD yang
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mendapat penerusan laporan atau temuan dari pengawas pemilu, dapat memproses
dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelanggar tersebut.
Sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, yang dapat menjadi subyek tindak
pidana pemilu adalah manusia selaku pribadi kodrati. Dengan kata lain, korporasi
atau badan hukum dan partai politik bukanlah subyek tindak pidana pemilu.
Meskipun dalam Pasal 282 (lembaga survei), Pasal 284 dan 285 (perusahaan
pencetakan suara), Pasal 307 dan 308 (lembaga yang melakukan penghitungan
cepat) dari UU No. 8 tahun 2012 menyebut lembaga atau perusahaan sebagai
subyek atau pelaku tindak pidana, ketentuan tersebut sebetulnya tidak tepat sebab
dalam pasal-pasal itu sanksi pidananya kumulatif penjara dan denda. Hanya
manusia saja yang bisa dijatuhi sanksi penjara.
Dengan demikian, subyek tindak pidana dalam UU No. 8 tahun 2012
sebenarnya adalah orang, bukan lembaga/perusahaan/korporasi. Penyebutan kata
lembaga/perusahaan dalam Undang-Undang tersebut tidak disertai dengan siapa
yang mewakili lembaga/perusahaan yang harus bertanggung jawab. Meskipun
demikian, karena UU No. 8 tahun 2012 menyebut subyek “lembaga” atau
“perusahaan”; jika terjadi tindak pidana mengenai pasal-pasal yang memuat kata
“lembaga” atau “perusahaan” tersebut, harus ada dari pihak “lembaga” atau
“perusahaan” tersebut yang bertanggung jawab secara pidana.
Dalam peraturan hukum pidana, orang yang dapat dipidana adalah orang
yang dapat dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang, yaitu
orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melakukan perbuatan
yang menimbulkan akibat yang dilarang undangundang. Jadi, harus dicari
siapakah orang dalam “lembaga” atau “perusahaan” yang bertanggung jawab
terhadap perbuatan atau akibat yang dilarang undang-undang. Untuk itu, setiap
kasus harus dilihat satu persatu dan tidak bisa digeneralisir. Di samping itu, ajaran
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hukum pidana juga mengenai adanya penyertaan pidana, termasuk di dalamnya
orang yang turut serta, menggerakkan, menyuruh melakukan tindak pidana, atau
membantu tindak pidana.
Dalam UU No. 8 tahun 2012, ada peningkatan jumlah ketentuan pidana
terhadap tindakan menyimpang atau pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh
penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan, yakni
ketentuan pidana terhadap anggota KPU dan aparatnya serta 2 ketentuan bagi
jajaran pengawas pemilu.
Dari segi hukum acara, terdapat perkembangan, yakni ditentukannya
waktu penyelesaian yang singkat –mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di
sidang pengadilan. Ketentuan waktu-singkat ini dapat dikatakan sudah sejalan
dengan tujuan yang hendak dicapai dari pengaturan pidana pemilu itu sendiri.
Tindak pidana pemilu dapat dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang
serius sifatnya. Karena itu, tindak pidana itu harus diselesaikan dalam waktu
singkat agar tujuan mengadakan ketentuan pidana pemilu itu dapat tercapai, yakni
untuk melindungi proses demokrasi melalui pemilu. Meski demikian, sebetulnya
pembatasan waktu di dalam UU No. 8 tahun 2012 terlampau singkat sehingga
justru mengakibatkan banyak pelanggaran yang secara materiil terjadi tidak bisa
diproses lebih lanjut.
Ketentuan tersebut pada kenyataannya telah “mengubur” banyak laporan
tindak pidana pemilu baik yang sedang diproses pengawas pemilu, disidik polisi,
ditangani jaksa, ataupun yang masuk pengadilan.
Penyelesaian pelanggaran pidana pemilu dilaksanakan melalui pengadilan
dalam lingkungan peradilan umum.6 Penegak hukum yang berperan dalam
penyelesaian tindak pidana pemilu adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
6 Pasal 252 UU No. 8 tahun 2012.
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Dalam pemilu, kepolisian bertugas dan berwenang melakukan penyidikan
terhadap laporan atau temuan tindak pidana pemilu yang diterima dari pengawas
pemilu dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai waktu
yang ditentukan. Penuntut umum bertugas dan berwenang melimpahkan berkas
perkara tindak pidana pemilu yang disampaikan oleh penyidik/Polri ke pengadilan
sesuai waktu yang ditentukan. Perkara tindak pidana pemilu diselesaikan oleh
Peradilan Umum, di tingkat pertama oleh pengadilan negeri, di tingkat banding
dan terakhir oleh pengadilan tinggi. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditambah beberapa ketentuan
khusus dalam UU Pemilu. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim khusus, yaitu hakim
karier yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara pidana pemilu. Putusan pengadilan tinggi tidak dapat dilakukan upaya
hukum lain.
Meskipun disebut hakim khusus, pada kenyataannya kesiapan dan
kemampuan khusus ini tentang berbagai peraturan pemilu masih kurang, sehingga
perlu ditingkatkan lagi. Artinya, hakim khusus ini mestinya bukan hakim yang
“sekadar” mendapat surat perintah sebagai hakim khusus pemilu, tetapi mesti
disiapkan secara mendalam tentang kepemiluan dan tentang kepidanaan. Jadi,
para hakim tersebut tidak cukup hanya menguasai hukum pidana dan acara
pidana, tetapi seluk-beluk kepemiluan juga mesti dikuasai.
Begitu juga tindak pidana lainnya yang bisa jadi berkaitan dengan pemilu,
tetapi tidak diatur dalam UU Pemilu. Misalnya, penyimpangan keuangan dalam
pengadaan surat suara bukanlah tindak pidana pemilu, melainkan tindak pidana
korupsi.
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Secara singkat dapat dikatakan bahwa tindak pidana pemilu dipandang
sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan
agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana itu untuk melindungi
proses demokrasi melalui pemilu. Tindak pidana pemilu diatur pada Bab XXI,
mulai Pasal 260 sampai Pasal 311 UU No. 8 tahun 2012. Mengingat kebiasaan di





Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan hasil deskripsi yang
penulis lakukan dalam bab IV maka penulis dapat mengemukakan beberapa
kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :
1. Bentuk pelanggaran dan aturan hukumnya yaitu:
a. Pelanggaran Kode Etik
Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap
etika penyelenggara pemilu yang berpedomankan sumpah atau janji sebelum
menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu diselesaikan oleh Dewan kehormatan penyelenggara
pemilu (DKPP) dengan tata cara penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang tentang penyelenggara pemilu.
b. PelanggaranAdministrasi
Pasal 248 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2010 tentang Pemilu
mendefinisikan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran administrasi adalah
pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang tidak termasuk
dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan
KPU.
Dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah
ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran
administrasi.
Contoh pelanggaran administratif tersebut misalnya tidak memenuhi
syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah,
tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye, tidak melaporkan
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rekening awal dana kampanye, pemantau pemilu melanggar kewajiban dan
larangan dll
c. Tindak Pidana Pemilu
Pasal 252 Undang-Undang Pemilu mengatur tentang tindak pidana pemilu
sebagai pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana. Pelanggaran ini
merupakan tindakan yang dalam Undang-Undang Pemilu diancam dengan sanksi
pidana. Sebagai contoh tindak pidana pemilu antara lain adalah sengaja
menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak
suara dan merubah hasil suara. Seperti tindak pidana pada umumnya, maka proses
penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang
ada yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
d. Sengketa Hasil Pemilu
Yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilu menurut pasal 258
Undang-Undang Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu
mengenai penetapan jumlah perolehan suara hasil pemilu secara nasional.
Perselisihan tentang hasil suara sebagaimana dimaksud hanya terhadap perbedaan
penghitungan perolehan hasil suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi
peserta pemilu
2. Setelah pengawas pemilu menerima dan mengkaji laporan pelanggaran
yang masuk, maka pengawas pemilu akan mengkategorisasikan laporan
pelanggaran tersebut menjadi beberapa klasifikasi, yaitu:
a. Pelanggaran kode etik
Penyelenggara pemilu diteruskan kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelanggaran kode etik sebelumnya tidak diatur
dalam UU Pemilu yang lama. Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap
prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara pemilu yang berpedoman kepada
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sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu
dan asas penyelenggara pemilu yang diberlakukan dan ditetapkan oleh KPU.
Maksud kode etik adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas,
dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Sedangkan tujuan kode etik adalah
memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil.
b. Pelanggaran administrasi
Mengacu kepada pemahaman seperti ini, tentu saja jumlah dari
pelanggaran administrasi ini sangat banyak. Sebagai contoh dari ketentuan
menurut Undang-Undang Pemilu adalah: “Untuk dapat menggunakan hak
memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai
pemilih.”Dengan ketentuan seperti ini, apabila ada orang yang tidak terdaftar
sebagai pemilih ikut memilih pada hari pemungutan suara, artinya telah terjadi
pelanggaran administrasi. Contoh dari persyaratan menurut Undang-Undang
Pemilu adalah: “syarat pendidikan, syarat usia pemilih, dan sebagainya.”
Ketentuan dan persyaratan juga banyak dijumpai dalam keputusan KPU. Misalnya
mengenai kampanye pemilu, di mana terdapat banyak pelanggaran administrasi
seperti menyangkut tempat-tempat pemasangan atribut kampanye, larangan
membawa anak-anak di bawah 7 tahun atau larangan berkonvoi lintas daerah.
Dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu, undang-undang memberi
aturan atau mekanisme mulai dari pelaporannya, penyidikan, penuntutan, hingga
peradilannya (paling tidak ditentukan batasan waktunya), serta penyelesaian
tindak pidana pemilu yang juga memberi aturan mengenai batasan waktu, bahkan
juga tahapan penyelesaian sengketanya. Sebaliknya, pada pelanggaran
administrasi ini, Undang-Undang Pemilu hanya menyatakan bahwa laporan yang
merupakan pelanggaran administrasi diserahkan kepada KPU. Jadi tidak jelas
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bagaimana KPU menyelesaikan pelanggaran administrasi ini serta berapa lama
KPU dapat menyelesaikannya.
c. Sengketa hasil pemilu
Undang-Undang Pemilu tidak menegaskan atau mengatur dengan jalan
bagaimana dan melalui lembaga apa pihak-pihak yang dirugikan oleh keputusan
KPU dapat menyelesaikan keberatannya. Karena UU Pemilu tidak mengaturnya,
kerap kali para pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Peradilan
Tata Usaha Negara atau ke Peradilan Umum. Kasus gugatan partai-partai yang
dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu oleh KPU ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan contoh dari sengketa hukum
ini.
Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana disebut pada Pasal
1 butir 4 UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sengketa
yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum
perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di
daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk
sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana disebut pada
Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tersebut, adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
d. Tindak pidana pemilu
Untuk memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak
pidana pemilu, pembahasan ini mengacu pada ketentuan sebagaimana disebut
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pada Pasal 252 UU No. 8 tahun 2012, yang secara garis besar menyatakan sebagai
pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang
tersebut. Berdasarkan rumusan dalam ketentuan itu, dapat diartikan bahwa tidak
semua tindak pidana yang terjadi pada masa pemilu atau yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemilu, digolongkan sebagai tindak pidana pemilu.
Sebagai contoh, pembunuhan terhadap lawan politik pada saat
berkampanye, atau seorang calon anggota DPR yang diduga melakukan penipuan.
Meski peristiwanya terjadi pada saat tahapan pemilu berlangsung atau berkaitan
dengan kontestan pemilu tertentu, namun karena pidana tersebut tidak diatur
dalam Undang-undang Pemilu; perbuatan itu tidak digolongkan sebagai tindak
pidana pemilu. Perbuatan tersebut adalah tindak pidana umum yang diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Begitu juga tindak pidana lainnya yang bisa jadi berkaitan dengan pemilu,
tetapi tidak diatur dalam UU Pemilu. Misalnya, penyimpangan keuangan dalam
pengadaan surat suara bukanlah tindak pidana pemilu, melainkan tindak pidana
korupsi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tindak pidana pemilu dipandang
sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan
agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana itu untuk melindungi
proses demokrasi melalui pemilu. Tindak pidana pemilu diatur pada Bab XXI,
mulai Pasal 260 sampai Pasal 311 UU No. 8 tahun 2012. Mengingat kebiasaan di
Indonesia, undang-undang diubah setiap pemilu, kemungkinan pengaturan tindak
pidana pemilu ini juga mengalami perubahan dalam UU Pemilu yang akan datang.




Dengan adanya sedikit penerangan mengenai bentuk pelanggaran pemilu
legislatif dan aturan hukum yang mengatur serta penerapan sanksi, semoga dapat
membantu dan mencerahkan kawan-kawan sekalian terkait dengan pelanggaran
Pemilu Legislatif, dan bersama-sama melakukan upaya penanggulangan tindak
pidana Pemilu yang selalu terjadi di setiap penyelenggaraan Pemilu, agar
tercapainya Pemilu yang Luberjurdil dan Pemimpin serta wakil rakyat yang
terpilih melalui Pemilu dapat mensejahtrakan rakyat Indonesia.
Agar pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif selanjutnya dikota
Makassar berjalan lebih baik dan apa yang diharapakan dapat terlaksana dengan
baik sesuai dengan asas – asas Pemilihan Umum maka apa yang terterah dalam
Undang – Undang dan Peraturan- peraturan itu dilaksanakan sebaik- baiknya
karena berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka yang menjadi
faktor utama terjadinya Tindak Pidana pada Pemilihan Umum legislatif di Kota
Makassar tahun 2014 adalah terletak pada pelaksana Pemilu baik itu masyarakat




Alfian. Pemilihan Umum dan Prospek Demokrasi di Indonesia, dalam
Demokrasi dan Proses Politik. Jakarta: LP3ES.
Dahl, Robert A, Perihal Demokrasi – Menjelajah Teori dan Praktek
Demokrasi Secara Singkat, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, h. 132.
Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Intermasa,
1993, hal.128.
Erwin, Muahammad, Filsafat Hukum:Refleksi Kritis Terhadap Hukum,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.  49
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemilu, Undang-





https://docs.google.com/ sharingPKPU no. 07 th 2012 ttg Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Legislatif th 2014
International IDEA, International Electoral Standards, Guidelines for
Reviewing the Legal Framework of Elections, Stockholm: International Institute
for Democracy and Electoral Assistance, 2002, h. 93.
International IDEA, Kerangka Hukum Pemilu Indonesia Tahun 2002,
op.cit., 93.
International IDEA, Kerangka Hukum Pemilu Indonesia Tahun 2004,
Jakarta: IDEA, 2004.
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Merloe, Patrick, Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan
Masyarakat dan Persaingan Yang Adil. Jakarta: Dinas Penerangan Amerika
Serikat, 1994, h. 1.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara.
Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet. 29, Jakarta :Bumi
Aksara , 2011
Nelson, Sue. Election Law Enforcement: International Comparison,
http://www.elections.ca/eca/eim/article_search/article.asp?id=59&lang=e&frmP
ageSize=10&textonly=false
Pasal 125 ayat (2) UU No.10/2008 dan Pasal 90 ayat (2) UU No. 42/2008.
Peraturan Bawaslu No 12 Tahun 2013Tentang Pedoman Pengawasan
Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan kpu no. 21 tahun2013 tentang Tahapan program dan jadwal
penyelenggaraan pemilu legislatif 2014.




Reynolds Andrew, The New International IDEA Handbook, Stockholm:
International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005, hal. 9-14.
Rivai ,Veihzal, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Jakarta:PT Raja
Grafindo Persada,2008), h. 3
Saputera  Agus, Staf Hukmas dan KUB, Kanwil Kementerian Agama,
Riau : Pekanbaru 18 Februari 2011.
SR. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya ,
Jakarta :1996.
Sudarmo, dan Nyoman Sudati. 2000. Perilaku Keorganisasian,
Yogyakarta: BPFF
Undang-ndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD cet. Pertama, Yogyakarta :
Gradien Mediatama, 2012.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945cet.
kedua, Jakarta :  Pustaka Widyatama, 2013, hal. 1.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
69
